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ABSTRACK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari tindakan
malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter di Bali, yang berhubungan dengan
pemberian obat yang berisiko pada pasien yang memiliki riwayat alergi. Tindakan
medis ini memicu reaksi alergi parah yang berdampak fisik dan psikologis pada
pasien. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif,
melalui studi kasus pada tindakan dokter tersebut. Data primer dikumpulkan
melalui wawancara dengan ahli hukum pidana, dokter, dan pihak terkait lainnya,
sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan yang
relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan dokter dapat
dikategorikan sebagai kelalaian medis berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang Kesehatan, dengan potensi sanksi pidana berupa hukuman penjara dan
denda. Pembahasan meliputi tanggung jawab profesi dokter dan pentingnya
penerapan standar medis dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya,
tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter ini harus diperiksa lebih lanjut
dalam konteks kelalaian atau pilihan dalam keadaan darurat, dengan
mempertimbangkan aspek etika dan hukum yang ada. Penelitian ini menyarankan
perlunya perbaikan dalam pengawasan medis untuk mencegah kasus serupa di
masa depan.

Keywords: Malpraktik Medis; Kelalaian Dokter; Tanggung Jawab Hukum.

INTRODUCTION

Dalam dunia medis, tindakan malpraktik merupakan salah satu permasalahan yang sering kali
menjadi sorotan. Malpraktik terjadi ketika seorang tenaga medis memberikan layanan medis yang tidak
sesuai dengan standar profesi atau tidak mematuhi prinsip kehati-hatian yang berlaku. Salah satu contoh
kasus malpraktik yang menjadi perbincangan adalah kasus yang melibatkan Dokter Shela OM seorang
dokter di Bali, yang didakwa melakukan malpraktik dengan memberikan obat kepada pasien yang
mengandung risiko bagi kesehatan pasien tersebut, meskipun sudah diketahui adanya riwayat alergi
pada pasien.

Kasus ini mengundang banyak pertanyaan mengenai tanggung jawab dokter dalam memberi
pengobatan, terutama dalam hal melawan kehendak pasien serta penilaian apakah tindakan dokter
tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian medis ataukah sebuah pilihan yang harus diambil dalam
keadaan darurat. Kasus ini juga penting untuk dianalisis dalam perspektif hukum pidana, mengingat
malpraktik dapat mengarah pada tindak pidana yang memberikan dampak hukum bagi pelaku.

Makalah ini akan membahas secara mendalam mengenai kasus tersebut dari sudut pandang
hukum pidana, serta perkembangan peraturan dan penerapan hukum terkait malpraktek di bidang
kesehatan. Fokus utama makalah ini adalah untuk menganalisis apakah tindakan dokter dalam kasus ini
memenuhi unsur-unsur pidana dalam hukum malpraktek, serta apakah dokter tersebut seharusnya
dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakannya.
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Tujuan penelitian

1. Menganalisis dampak hukum dan etika yang dihadapi Dokter Shela OM sebagai akibat dari dugaan
malpraktek.

2. Memberikan saran untuk perbaikan sistem pengawasan medis guna mencegah kejadian malpraktek
serupa di masa depan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian
ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kasus malpraktik yang
terjadi, analisis dari sudut pandang hukum pidana, serta dampak yang ditimbulkan dari
tindakan malpraktik tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus
pada menganalisis satu kasus malpraktik medis, yaitu yang melibatkan Dokter Shela OM di
Bali. Penelitian ini akan menyoroti proses hukum yang diterapkan, serta dampak yang
ditimbulkan oleh tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut terhadap pasien.
Sumber Data
1. Data Primer:

Wawancara dengan ahli hukum pidana yang berpengalaman dalam menangani kasus
malpraktik medis.

Wawancara dengan dokter dan pihak-pihak terkait dalam kasus ini, seperti pasien (jika
memungkinkan), perawat, atau saksi lain yang dapat memberikan informasi terkait tindakan
dokter.

2. Data Sekunder:

Literatur terkait malpraktik medis dalam bidang hukum pidana. Dokumen hukum yang
relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Praktik Kedokteran.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam terkait
perspektif hukum pidana dari para ahli dan pihak-pihak terkait.

2. Studi Dokumen: Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan,
termasuk KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan pedoman profesi medis.

3. Observasi: Observasi terhadap praktik medis yang dilakukan oleh dokter, serta cara-cara
yang digunakan dalam pengambilan keputusan medis, khususnya terkait dengan kasus ini.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.
Proses analisis meliputi:

1. Analisis Tematik: Mengidentifikasi tema-tema utama dalam kasus ini, seperti kelalaian
medis, kausalitas, dan dampak yang timbul.

2. Analisis Hukum: Menganalisis bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks
malpraktik medis, serta mengevaluasi apakah tindakan dokter memenuhi unsur-unsur
pidana yang ada dalam hukum malpraktik.
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3. Analisis Kasus: Menyusun penilaian terhadap tindakan dokter berdasarkan bukti yang ada,
serta membandingkan dengan standar medis dan peraturan yang berlaku.

RESULT AND DISCUSION
Pengertian Malpraktek di Bidang Kesehatan

Malpraktek dalam bidang kesehatan merujuk pada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh
tenaga medis, seperti dokter, perawat, atau apoteker, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.
Malpraktek ini dapat berupa kesalahan diagnosa, kelalaian dalam pemberian obat atau perawatan medis,
atau kegagalan dalam merujuk pasien ke rumah sakit atau spesialis lain yang lebih kompeten.

Dalam konteks hukum pidana, malpraktek dapat dikenakan sanksi apabila tindakan tersebut memenuhi
unsur-unsur kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental pada pasien.
Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), malpraktek medis yang mengakibatkan kerugian serius dapat dipidana dengan
ancaman hukuman tertentu.

Tindakan Medis dan Tanggung Jawab Dokter

Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pengobatan dan perawatan yang sesuai dengan
standar medis yang berlaku serta mengutamakan keselamatan pasien. Dalam kasus malpraktik, tindakan
medis yang dilakukan oleh dokter dianggap tidak sesuai dengan standar profesi atau menyalahi prosedur
yang dapat membahayakan pasien. Tindakan ini dapat dilihat dari dua aspek utama: kelalaian
(negligence) dan kesengajaan (intentional misconduct).

Unsur-Unsur Malpraktik dalam Kasus Ini Terkait dengan Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, untuk menentukan apakah tindakan Dokter Shela OM dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktik medis, ada beberapa unsur yang perlu dianalisis, antara
lain:

1. Unsur Kelalaian (Negligence)

Pasal 440 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur
mengenai kelalaian yang menyebabkan luka-luka atau cedera pada orang lain. Jika tindakan kelalaian
Dokter Shela OM menyebabkan cedera atau komplikasi serius pada pasien, maka unsur ini bisa
dipertimbangkan.

2. Unsur Kausalitas (Causation)

Tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Dokter Shela OM harus dapat dibuktikan memiliki
hubungan sebab-akibat yang langsung dengan kerugian atau penderitaan yang dialami oleh pasien.
Dalam hal ini, jika terbukti bahwa kelalaian dalam diagnosis atau pengobatan yang dilakukan oleh
Dokter Shela OM menyebabkan penderitaan atau kerugian pada pasien, maka unsur kausalitas dapat
terpenuhi.

3. Unsur Kerugian (Damages)

Pasien harus dapat menunjukkan bahwa akibat tindakan kelalaian Dokter Shela OM, ia
mengalami kerugian yang nyata, baik berupa penderitaan fisik, finansial, atau psikologis. Kerugian ini
menjadi elemen penting dalam penuntutan pidana, karena tanpa kerugian yang dapat dibuktikan,
tuntutan pidana terhadap dokter tidak akan dapat diterima.

Kasus Malpraktik Dokter Shela OM

Kasus yang melibatkan Dokter Shela OM di Bali berawal ketika pasien yang dikenal dengan

nama Jamie meminta pengobatan untuk meredakan rasa sakit yang dirasakannya. Dokter Shela OM,
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yang mengetahui bahwa pasien memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan golongan NSAID (Non-
Steroidal Anti-Inflammatory Drugs), tetap memberikan injeksi Antrain, yang diketahui mengandung
bahan aktif yang mirip dengan Ibuprofen dan Aspirin, dua obat yang seharusnya dihindari oleh pasien.

Setelah menerima injeksi tersebut, pasien mulai mengalami reaksi alergi yang parah, termasuk
pembengkakan wajah dan mata, serta kesulitan bernapas. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai
kelalaian atau kesalahan tindakan yang dilakukan oleh dokter. Pada satu sisi, dokter mengklaim bahwa
tindakannya merupakan pilihan sulit antara memberikan pengobatan yang diperlukan atau
meninggalkan pasien dalam keadaan kesakitan.

Dasar Hukum Pidana Terkait Kasus Malpraktik Dokter Shela OM di Bali

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini memberikan landasan hukum bagi pengawasan dan
penegakan hukum terhadap dokter yang melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap standar praktik
kedokteran yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 440 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
menyebutkan bahwa setiap tenaga medis, termasuk dokter, yang melakukan kelalaian dalam
menjalankan tugasnya dan menyebabkan pasien menderita kerugian fisik atau psikologis, dapat
dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta. Pasal
ini secara khusus mengatur tentang kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam konteks
pemberian layanan kesehatan.

Dalam konteks hukum pidana, malpraktik medis dapat digolongkan sebagai tindak pidana
apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter mengandung unsur
kelalaian yang mengarah pada kerugian fisik atau psikologis pada pasien. UU. No 17 tahun 2023
menyebutkan bahwa setiap tenaga medis, termasuk dokter, yang melakukan kelalaian dalam
menjalankan tugasnya dan menyebabkan pasien menderita kerugian fisik atau psikologis, dapat
dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta. Pasal
ini secara khusus mengatur tentang kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam konteks
pemberian layanan Kesehatan.

Namun, dalam kasus Dokter Shela OM, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan
apakah tindakan yang dilakukan merupakan kelalaian semata ataukah sudah masuk dalam kategori
tindak pidana yang lebih serius. Apakah tindakan dokter tersebut memenuhi unsur-unsur kelalaian
ataukah sudah ada niat jahat dalam pemberian obat tersebut? Ataukah tindakan dokter tersebut
merupakan pilihan yang diambil dalam keadaan darurat, di mana korban menolak untuk dirujuk ke
rumah sakit dan hanya memiliki dua pilihan?

Standar Profesi Dokter dan Pengobatan

Menurut standar profesi medis, seorang dokter diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan
menyeluruh terhadap kondisi pasien sebelum memberikan pengobatan. Dalam hal ini, meskipun Dokter
Shela OM mengetahui adanya riwayat alergi pada pasien terhadap golongan obat tertentu, dia tetap
memberikan pengobatan yang berisiko tinggi.

Namun, di sisi lain, dokter juga berpegang pada kode etik profesi medis yang menekankan pada
kewajiban untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dengan mempertimbangkan bahwa pasien menolak
untuk dirujuk ke rumah sakit dan memilih untuk tetap dirawat di tempat praktek dokter, Dokter Shela
OM mungkin merasa terjebak dalam dilema medis yang kompleks. Dilema ini menempatkannya pada
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posisi di mana dia harus memilih antara melakukan tindakan medis yang berisiko atau membiarkan

pasien menderita lebih lama.

Perspektif Hukum Pidana dalam Kasus Malpraktik

Dalam analisis hukum pidana, kita perlu menilai apakah tindakan Dokter Shela OM memenuhi

unsur-unsur tindak pidana malpraktik. Unsur-unsur yang perlu dianalisis antara lain:

1. Kelalaian (Negligence): Apakah dokter telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk
memberikan pengobatan yang aman dan sesuai dengan standar profesi?

2. Akibat: Apakah tindakan dokter menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien? Dalam hal ini,
pasien mengalami pembengkakan dan sesak napas yang parah akibat alergi terhadap obat.

3. Niat (Intent): Apakah dokter dengan sengaja mengabaikan risiko bagi pasien, ataukah tindakan
tersebut merupakan pilihan medis dalam keadaan darurat?

Penilaian terhadap Tindakan Dokter
Secara hukum, ada dua kemungkinan besar terkait dengan penilaian tindakan dokter dalam kasus
ini:

1. Tindakan Dokter sebagai Kelalaian: Jika dokter tidak memperhitungkan dengan seksama potensi
reaksi alergi dan risiko yang terkait dengan pemberian obat, maka tindakan ini dapat dianggap
sebagai kelalaian medis. Meskipun dokter telah mengetahui alergi pasien, dia tetap memberikan obat
yang berisiko tanpa melakukan langkah mitigasi yang memadai.

2. Tindakan Dokter sebagai Pilihan dalam Keadaan Darurat: Sebaliknya, jika tindakan tersebut dilihat
dari perspektif pilihan yang harus diambil dalam keadaan darurat—di mana pasien menolak untuk
dirujuk dan dokter harus mengambil langkah untuk meredakan rasa sakit pasien—tindakan dokter
dapat dianggap sebagai upaya terbaik dalam situasi yang sulit. Dalam hal ini, dokter mungkin tidak
dapat dianggap melakukan kelalaian, karena ada risiko yang sudah diperhitungkan dengan sengaja.

Dampak Hukum Pidana Bagi Dokter Shela OM

Jika terbukti bahwa tindakan Dokter Shela OM memenuhi unsur-unsur kelalaian yang
menyebabkan kerugian, maka dokter tersebut dapat dikenakan beberapa bentuk sanksi hukum pidana,
seperti:
1. Pidana Penjara

Berdasarkan Pasal 440 UU No. 17 Tahun 2023 , Dokter Shela OM bisa dijatuhi pidana penjara
jika kelalaian yang dilakukannya menyebabkan kematian atau luka serius pada pasien.
2. Ganti Rugi

Selain pidana penjara, Dokter Shela OM juga bisa dikenakan kewajiban untuk membayar ganti
rugi paling banyak Rp 250 juta, kepada pasien sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh
tindakan malpraktik yang dilakukannya.
3. Pencabutan Izin Praktik

Jika terbukti bahwa Dokter Shela OM melanggar kode etik profesi medis, ia dapat dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau lembaga
terkait lainnya.
Pembelaan Dokter dalam Kasus Ini

Dalam pembelaannya, Dokter Shela OM mengklaim bahwa dia bertindak dalam keadaan darurat
dan harus memilih antara memberikan pengobatan yang berisiko atau membiarkan pasien menderita
tanpa perawatan yang memadai. Dalam situasi ini, meskipun pasien menolak rujukan ke rumah sakit,
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dokter mungkin merasa tertekan untuk memberikan obat penghilang rasa sakit, meskipun dia menyadari
risiko yang ada. Namun, meskipun tindakan dokter mungkin dapat dimaklumi dalam keadaan darurat,
penting untuk mempertimbangkan apakah langkah-langkah mitigasi yang memadai telah diambil.
Dokter juga berpendapat bahwa dia telah memasang obat anti-alergi untuk mengurangi dampak
yang mungkin terjadi akibat reaksi alergi. Namun, klaim ini perlu diverifikasi lebih lanjut, apakah
langkah-langkah tersebut cukup untuk mencegah reaksi alergi yang parah.
Implikasi bagi Praktik Medis di Indonesia
Kasus ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik medis di Indonesia. Diperlukan
peraturan yang lebih jelas dan tegas mengenai standar pengobatan serta kewajiban dokter untuk
memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan dasar yang kuat dan hati-hati. Selain itu,
perlu adanya upaya peningkatan pemahaman mengenai hak-hak pasien, termasuk dalam hal
pengambilan keputusan medis dan penolakan rujukan.

CONCLUSION

Kasus malpraktik yang melibatkan Dokter Shela OM dapat dilihat sebagai sebuah ujian dalam
menilai tanggung jawab profesional dokter dalam memberikan perawatan medis yang aman dan sesuai
dengan standar. Meskipun dokter memiliki alasan untuk memberikan pengobatan dalam keadaan
darurat, tindakan tersebut menimbulkan kerugian pada pasien yang menunjukkan adanya kelalaian.

Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar
hukum yang jelas mengenai kelalaian medis yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dokter harus
memastikan bahwa setiap tindakan medis yang diambil memenuhi standar profesi dan meminimalkan
risiko bagi pasien. Dalam kasus ini, meskipun ada alasan pembelaan dari sisi dokter, tindakan yang
dilakukan tetap harus diperiksa lebih lanjut apakah memenuhi kriteria kelalaian atau tidak.

Kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman hukum dalam bidang kesehatan, agar
dokter dapat lebih memahami batas-batas kewenangannya dan dapat mengambil keputusan yang tidak
hanya mengutamakan keselamatan pasien, tetapi juga mematuhi hukum yang berlaku.
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